
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa 

wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten; 

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya 

ditetapkan dengan Peraturan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa  Blumah 

Tahun 2020; Mengingat  
: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 

 
 

KEPALA DESA BLUMAH 
KECAMATAN PLANTUNGAN 

KABUPATEN KENDAL 
 

PERATURAN DESA BLUMAH 
NOMOR 02 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA BLUMAH, 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang 
PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant On Economic, Social And Cultural 

Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4557); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan  

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan  Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 

5495); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 

13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan  Pemerintahan   Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321);  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694)’ 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor  53 ); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 158); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan 
transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 



Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang 
Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 296); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037);  

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  ); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1838); 

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 
2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7 ) 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148) 

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal 
(Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri 

E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal 
(Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E 

No. 3; 

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal  (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 
41); 

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di 



Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016 Nomor 82 Seri E No. 49 ); 
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan 
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 
38 ); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar 

Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan 
Kewenangang Lokal berskala Desa ( Berita daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2018 Nomor 50  ); 
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita  Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4 ); 

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang 
Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 
6)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan 
Tetap,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala 

Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6); 

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana 
Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita 
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19); 

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang 
Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal; 

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 
Standarisasi Biaya Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal; 

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 Tentang 
Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal; 
38. Peraturan Desa Blumah Nomor 03 Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blumah 

Tahun 2017 (Lembaran Desa 3); 
39. Peraturan Desa Blumah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa 2); 
40. Peraturan Desa Blumah Nomor 04 Tahun 2020 tentang  



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa Blumah 
Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa 4); 

 
 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  

KESATU : MEMBAHAS PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2024 UNTUK 

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH 

KEPALA DESA. 

KEDUA       : MENYEPAKATI  RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 

(RKPDes) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI 

PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. 

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL 

DITETAPKAN. 

 

 Disepakati di    :  BLUMAH 

Pada Tanggal :     29 September 2023 

 KEPALA DESA BLUMAH 

 

Ttd 

 

YAYID WIDAKDO 

Diundangkan di Blumah 

Pada tanggal 30 September 2022 

SEKRETARIS DESA BLUMAH 
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